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Palu, 26 November 2024

Nomor : 241 /PM.00.02/K.ST-11/11/2024
Lampiran s -

Perihal - Imbauan Pidana Pemilihan
Kepada Yth,

Ketua KPU Kota Palu

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan
dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Surat Edaran Bawasiu Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan
Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.




B. Imbauan
Bahwa sehubungan dilaksanakannya Tahapan Pemilihan 2024, dan dalam
rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai
upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada

Tahapan tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang, sebagaimana tersebut pada Pasal-Pasal Berikut:

Pasal 177A

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan
dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah
1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 178A

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain
untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan
denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua

puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh
dua juta rupiah).

Pasal 178B

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu
kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus

delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam
juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta
rupiah).
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Pasal 178C

1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat
pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1
(satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan
denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan
paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak
memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS
atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh
enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan
denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan
paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari
ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 178E

1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar,
mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil
penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48
(empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh
empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh
delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat
puluh empat juta rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah
1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 178G

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara
mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa,
atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling babanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Pasal 183

Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil
Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam)
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 187A

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak
langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,
menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak
sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana
dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)
bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
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2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja
melakukan  perbuatan melawan hukum menerima pemberian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 193

(4) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan
ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan
denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling
banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(5) Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1(satu)
eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau
sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon
Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota
dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan
denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling
banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(1) Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak
suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara,
berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara
kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan
dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah).

(2) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari
seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan
paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
sebagaimana pada :

Pasal 20 ayat (1)

Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS.:

a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada
tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;

b. memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan
suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;

c. memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara yang telah ditandatangani
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari Surat Suara gubernur
dan wakil gubernur dan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota
dan wakil walikota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan
terlipat kepada Pemilih, kecuali untuk:

1. wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus
Jakarta, hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara
gubernur dan wakil gubernur; dan

2. kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
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hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota:
d. mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti Surat Suara
tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
e. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam
dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Bawaslu

Kota Palu mengimbau kepada KPU Kota Palu, sebagai berikut

a) KPU Kota Palu mempedomani dan menaati tatacara, prosedur dan
mekanisme dalam persiapan, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan
dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilih;

b) memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak
pilih sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan:

c) untuk berkoordinasi dgn disdukcapil dalam hal perekaman KTP-el bagi
pemilih;

d) memastikan C.Pemberitahuan diberikan kepada pemilih yang terdaftar
dalam DPT,

e) agar menghindari potensi pelanggaran pidana sesuai pasal-pasal dalam
pidana Pemilihan.

f) mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti Surat Suara yang
diberikan dalam keadaan tidak rusak; dan

g) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam
dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.

h) KPU Kota Palu memberikan pelayanan terhadap Pemilih yang berhak
mengikuti pemungutan suara di TPS pada saat pelaksanaan pemungutan
suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi : (a) Pemilih yang terdaftar
pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan (b) Pemilih
yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sesuai dengan naskah aslinya KOTA PALU
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Paiu

g KETUA,
B i ttd
Mochamad Haritsyah, S E. MM,
NIP. z%aswsd 200501 1 004 AGUSSALIM WAHID
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